
84 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran (SiLPA) APBDes pada Desa Taekas Tahun Anggaran 2015-2019, 

dari hasil analisis yang telah diuraikan di atas maka dapat dibuat 

kesimpulan: 

1. Pola Pertumbuhan SiLPA APBDes tahun 2015-2019 menunjukan 

fluktuaktif, dikarenakan pertumbuhan pada Desa Taekas selama 5 

tahun anggaran terjadi kenaikan dan juga penurunan, dimana Pola 

Pertumbuhan SiLPA pada tahun 2015 ke 2016 mengalami peningkatan 

yaitu sebesar (138%). Sehingga SiLPA pada tahun 2016 adalah sebesar 

Rp. 73.831.047. Kemudian Pola Pertumbuhan SiLPA dari tahun 2016 

ke 2017 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar (237%), 

sehingga SiLPA pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 248.704.637. 

Kemudian Pola Pertumbuhan SiLPA mengalami penurunan yang 

sangat signifikan yaitu sebesar (92%) pada tahun 2017 ke 2018  

sehingga SiLPA pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 20.560.000. Dan 

pada tahun 2018 ke 2019 kondisi Pola Pertumbuhan SiLPA kembali 

mengalami peningkatan sebesar (589%), sehingga SiLPA  pada tahun 

2019 adalah sebesar Rp. 141.744.250. 

2. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya SiLPA Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa yaitu adanya penghematan belanja dan tidak 
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terlaksananya beberapa program/kegiatan pada bidang pembungan dan 

pemberdayaan pada Desa Taekas selama periode 2015-2019. Hal ini 

dikarenakan keterlambatan pencairan dana desa sehingga adanya 

beberapa program/kegiatan tidak berjalan sesuai perencanaan awal 

yang ditetapkan, selain itu ada juga beberapa kegiatan yang berjalan 

namun dalam pelaksanaanya realisasi belanjanya lebih kecil dari 

anggaran yang ditetapkan. 

6.2. Saran 

1. Perlu diupayakan agar dilakukan pemberdayaan/pelatihan kepada 

perangkat desa pada pemerintah desa yang ada di Kecamatan Miomafo 

Timur Kabupaten Timor Tengah Utara, agar dapat meningkatkan 

pemahaman dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan 

desa, agar laporan pertanggungjawaban sesuai dengan pedoman 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan tidak 

mengalami keterlambatan saat penyusunan pelaporan, karena apabila 

penyusunan rencana pelaporannya terlambat maka dapat 

mengakibatkan keterlambatan dalam proses pencairan dana desa dan 

bantuan keuangan lain dari Pemerintah Kabupaten sehingga 

menyebabkan adanya program/kegiatan yang tidak terlaksana sesuai 

dengan perencanaanya.   

2. Perlu adanya tim pengawasan (pendamping desa) untuk membantu 

mengawasi, memberikan pendapat tentang pengelolaan keuangan desa 

agar dalam pelaksanaanya sesuai peraturan yang berlaku 
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3. Bagi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam hal ini 

rekomendasi pencairan dana dari desa tidak perlu kolektif karena dapat 

menghambat proses kegiatan di desa-desa yang sudah direncanakan. 

Dalam hal ini pembuatan rekomendasi pencairan dana tidak perlu ada 

aturan lokal misalnya harus menunggu sampai 10 desa untuk 

memasukan usulan baru dapat dicairkan dana ADDnya.  
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